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LAYOUT

Penetapan Target Pajak Daerah

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah

Penerapan Relaksasi Pajak Sampai Saat ini

Instrumen Relaksasi dan Dampak Relaksasi Pajak Daerah

Prediksi Relaksasi Pajak Ke Depan dan Refocusing Belanja Daerah




|. PENETAPAN TARGET PAJAK DAERAH

Permendagri 33/2019 ttg Pedum APBD Perkiraan Pertumbuhan
DATA POTENSI PAJAK B 050 Ekonomi
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14 * Penetapan target pajak daerah dan

12 retribusi daerah harus didasarkan pada

L data potensi pajak daerah dan retribusi “
daerah di masing-masing pemerintah 3
provinsi dan pemerintah
Kabupaten/kota serta memperhatikan
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2. KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

INMENDAGRI Nomor 1/2020

Pengurangan

* pengurangan, keringanan, dan

pembebasan dalam hal-hal tertentu

atas pokok pajak daerah dan/atau gy <eringanan

sanksinya, sesuai Pasal 95 ayat (4)

huruf a Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

== Pembebasan

* perpanjangan waktu pelaksanaan hak mm Perpanjangan jatuh tempo

dan pemenuhan kewajiban perpajakan
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3. PENERAPAN RELAKSASI PAJAK DAERAH




PELAKSANAAN RELAKSASI PAJAK DAERAH
TIDAK DILAKUKAN SECARA MASIF DAN MERATA

DAERAH YANG MELAKSANAKAN RELAKSASI PAJAK DAERAH

20 PROP

71 KAB/KOTA

PENYEBAB RENDAHNYA DAERAH Y MELAKSANAKAN
RELAKSASI PAJAK DAERAH

U pemerintah daerah masih memfokuskan diri pada
upaya social distancing, sektor kesehatan, serta
menitikberatkan pada spending adjustment.

O mengindikasikan pajak daerah selama ini belum
dipungut secara optimal. Artinya, dengan atau
tanpa relaksasi, derajat pemungutan pajak daerah
relatif tidak banyak berubah dan tidak terlalu
berpengaruh bagi masyarakat secara umum.

Sumber : Laman DDTC Fiscal Research '
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PENERAPAN RELAKSASI PAJAK PADA KAB/KOTA

Instrumen Relaksasi
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Sumber : Laman DDTC Fiscal Research

3 Jenis Pajak yg paling banyak dilakukan Relaksasi

o)
0°0%0
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o Pajak
o 1 7% Hiburan
o
25% ‘ Pajak Restoran

Pajak Hotel




PENERAPAN RELAKSASI PAJAK PADA PROPINSI

* 80% mengambil kebijakan PENGHAPUSAN

DENDA PAJAK sebagai instrument relaksasi [ o D
3% penghapusan dan

pajak. pembebasan

* PKB dan BBNKB merupakan jenis pajak yang

. c . % iad ik
paling banyak dikenakan Relaksasi. 3% peniadaan pemeriksaan

\ J
Dengan pertimbangan: penghapusan denda pajak ( A0 (oo )
PKB dan BBNKB dapat menjadi daya Tarik L )
masyarakat, mengingat hampir seluruh masyarakat [ )
memiliki kendaraan. \ o [T e )
4 )

80% penghapusan denda

Sumber : Laman D}DTC Fiscal Research | 4
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HUBUNGAN KASUS COVID-19 DENGAN RELAKSASI
PAJAK DAERAH

* sebaran pemberian relaksasi pajak daerah tidak selaras
dengan sebaran kasus covid-19

* status per tanggal 30 April, kasus covid-19 telah tersebar SEBARAN RELAKSASI

di 22 provinsi dan 310 kabupaten/kota (covidl9.go.id). PSBB PAJAK
Namun, pemerintah daerah yang melakukan relaksasi
pajak secara umum terkonsentrasi di Pulau Jawa dan

Sumatera.
TIDAK BERKORELASI
* Penerapan PSBB di daerah juga tak berarti dilanjuti

dengan relaksasi pajak. Respons pajak justru banyak
diterapkan oleh daerah yang tidak menerapkan PSBB

Sumber : Laman D}DTC Fiscal Research g
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4. INSTRUMEN RELAKSASI PAJAK DAN
DAMPAK RELAKSASI PAJAK DAERAH




DAMPAK RELAKSASI PAJAK DAERAH, secARA UMUM

TERHADAP POSTUR APBD TERHADAP MASYARAKAT
* Penurunan pendapatan daerah * Meringankan beban pelaku usaha
* Pengurangan belanja daerah * Meringankan beban masyarakat

berpenghasilan rendah




INSTRUMEN RELAKSASI PERPAJAKAN

Pengurangan Pajak
Pembebasan Pajak Pembebasan sebagian Daerah melalui
Daerah Seluruhnya Pajak Daerah kebijakan Pemerintah
Daerah
Pengurangan Pajak Penundaan pembayaran
Daerah melalui pajak untuk waktu
permohonan WP tertentu
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Instrumen relaksasi

/Dampak

* Pembebasan pajak
seluruhnya

\
 PAD dari sektor

Pajak Daerah
menjadi tidak ada

* Penghapusan target
Pajak Daerah
dalam APBD

Solusi

|. Mencari sumber
pendapatan lain
untuk menutupi
kehilangan PAD
dari sektor pajak
daerah

2. Mengurangi belanja
pada APBD

\

\




Instrumen Relaksasi Dampak Solusi

* Pembebasan sebagian = Akan kehilangan * Meningkatkan PAD dari
Pajak Daerah pendapatan sesuai jumlah sektor lain dan optimalisasi
yang di bebaskan pendapatan dari pajak yang
= Menghitung kembali target tidak di bebaskan
pendapatan dari pajak yang * Meningkatkan intensifikasi
ditetapkan, dan diperlukan agar tidak kehilangan

pemantauan ke lapangan potensi




Instrument relaksasi

Pengurangan Pajak Daerah
melalui kebijakan pemda
dengan penerbitan perkada ttg
pengurangan pajak daerah.

Dampak

Penurunan/pengurangan
pendapatan yg bersumber dari
pajak daerah akibat
pengurangan atas ketetapan
pajak.

Tidak sulit dalam pengelolaan
dan pengadministrasian, karena
berlaku bagi semua WP tanpa
pengajuan permohonan.

Solusi

Mencari sumber pendapatan

lain untuk menutupi kehilangan
PAD

Mengurangi belanja pada APBD
melalui refocusing dan
selfblocking.

Sosialisasi kepada masyarakat
mengenai kondisi penurunan
pajak dan dampaknya terhadap
masyarakat




/
* Pengurangan Pajak Daerah

melalui permohonan WP

\

Instrumen relaksasi

4 )
" Berkurangnya pendapatan

daerah akibat pengurangan

atas ketetapan pajak yang
dimohon oleh WP

= Sulit dalam pengelolaan dan
pengadministrasian, karena
terdapat prosedur verifikasi
berkas sebelum ditetapkan
keputusan pengurangan.

4 )

" Mencari sumber pendapatan lain
untuk menutupi kehilangan PAD

* Mengurangi belanja pada APBD
" Sosialisasi kepada Masyarakat

* Menyiapkan tim khusus utk
verifikasi dan survey lapangan
atas permohonan VWP

Dampak

Solusi
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Instrumen Relaksasi

<
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Dampak

<
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Solusi

* Penundaan pembayaran pajak untuk waktu tertentu

|. Tidak kehilangan pendapatan, namun target tidak tercapai sesuai rencana
pendapatan tiap bulan nya

2. WP Wajib Lapor SPTPD tiap bulan nya secara tepat waktu kepada Pemda

3. Bapenda wajib memveryfikasi SPTPD tersebut, untuk bahan pembayaran
pada bulan berikutnya sesuai yang telah ditetapkan.

|. Memastikan semua WP melaporkan SPTPD nya tepat waktu.
2. Melakukan verifikasi atas laporan SPTPD tersebut.
3. Melakukan penyesuaian target pendapatan pada APBD

4. Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan pajak daerah terhadap masing
masing WP




5. PREDIKSI RELAKSASI PAJAK KE DEPAN
DAN REFOCUSING BELANJA DAERAH




PERKIRAAN PELAKSANAAN RELAKSASI PAJAK KE
DEPAN

Tren pemerintah daerah yang menggunakan instrumen pajak
diperkirakan akan meningkat seiring dengan durasi dan
kedalaman dampak pandemic.

Hal ini didorong oleh tiga hal antara lain:
* geliat ekonomi daerah kuartal 11/2020 mulai terganggu.

* adanya proses bargaining dari masyarakat dan para pelaku
usaha di daerah yang meminta adanya relaksasi pajak.

* adanya efek domino dari kebijakan serupa di daerah

tetangga




REFOCUSING BELANJA SEBAGAI DAMPAK
PENURUNAN PAD KARENA RELAKSASI PAJAK

—[ Belanja untuk pencegahan perluasan pendemic covid |19

[ Belanja untuk pemulihan perekonomian

—[ Belanja untuk peningkatan PAD }




Swurat Usulan Relalksas:

Pajak Daerah dan
Retribust Daerah



Surat dari Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan




Swurat dari Menter: Parawoesala
dan Elkonomi Kreatif




Surat dari Himpunan Hotel dan
Restoran Indonesia




Surat dari Organisas: Angkutan
Darat (ORGAND.1)







Relalksasi Pagjak Daeralh
dan Retribus: Daerah di
Daeral



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )
Nomor : 29 Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Peraturan Bupati Gunung Kidul



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 3 April 2020

Kepada

Yth. Pengusaha/Pemilik Hotel, Restoran,
Hiburan, Kos - kosan, Rumah Makan,
Kantin, Warung, Masyarakat dan
Konsumen dalam Kabupaten
Muara Enim
di -

TEMPAT

SURATEDARAN
NOMOR : 973/0313/X/BAPENDA-I1/2020
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS BERUPA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BAGI PELAKU USAHA TERMASUK USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MUARA ENIM

Surat Edaran Bupati Muara Fnim



WALIKOTA GORONTALO

Gorontalo, 24 Maret 2020
Yth. Pimpinan / Pemilik Usaha
Hotel / Restoran dan Pedagang Pasar
Di
Kota Gorontalo
SURAT EDARAN

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF / STIMULUS BERUPA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA
TERMASUK UMKM DI KOTA GORONTALO

Swrat Fdaran Walikota Gorontalo



Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Arga Makmur, 1 April 2020

. 973 /141 / Bapecdo Kepada Yth
: Penting Pelaku Usaha
- (termasuk UMKM)
: Penghapusan Pajak Daerah Se-Kabupaten Bengkulu Utara
dan Retribusi Daerah di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :
440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah
Daerah, bersama ini diberikan insentif/stimulus berupa penghapusan
pajak daerah dan retribusi daerah, jenis:

1. Pajak hotel sampai dengan akhir Juni 2020 (Terhitung 1 April 2020);

2. Pajak restoran sampai dengan akhir Juni 2020 (Terhitung 1 April
2020);

3. Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan akhir Juni 2020
(Terhitung 1 April 2020).

Surat Bupati Benglkulu Ulara



*
2\

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Beest0
REPUBLIK INDONESIA %




Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

9 Republik Indonesia

DR. HENDRIWAN, MH, M.Si

IM Perumus Regulasi Keuangan Daerah
Direktur Pendapatan Daerah

0812 110 3633, 021. 3504042
ENATIWanIwan@)gmail.con



